BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan nasional dari Negara Republik Indonesia dapat dilihat di dalam
pembukaan UUD 1945 alinea 4 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Agar tujuan itu tercapai,
pemerintah sebagai perangkat negara wajib melaksanakan pembangunan nasional. Dalam rangka
mewujudkan tujuan nasional itu maka pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan
pembangunan diberbagai bidar'lg,i dimané untuk pelaksanaannya dibutuhkan dana yang sangat
besar. Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara kanstan dan berkelanjutan
yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat baik secara formil, materil, maupun spiritual. Untuk
dapat merealisasikan tujuan tersebut, diperlukan adanya dana yang cukup untuk pembiayaan
pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam
pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri.
Untuk membiayai pembangunan tersebut, dapat diperoleh dari dalam bentuk dana yang rutin
maupun tidak rutin. Negara memperoleh penerimaan dari pajak, bea cukai, bea materai, retribusi,
iuran, sumbangan keuntungan BUMN; pinjaman dari dalam dan fuar negri, dan pungutan lainnya.
Dari sekian banyak penerimaan negara, yang terbesar adalah dari sektor pajak.

Menurut UU KUP Pasal 1 ayat (1), “Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”



Penerimaan pajak yang didapat akan dikelola dan kemudian digunakan kembali oleh
pemerintah untuk rakyat. Pajak yang diterima oleh pemerintah merupakan pajak yang telah
dipungut sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Pemungutan pajak di
Indonesia dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah naungan
Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Pajak di Indonesia dalam sistem administrasinya telah mengalami reformasi sejak tahun
1983. Reformasi perpajakan yang sangat mendasar adalah perubahan mengenai penentuan
besarnya pajak yang harus dibaiyar dimaha pada saat sebelum reformasi, pajak atas penghasilan
ditandai dengan berubahnya sistem pemungutan pajak dari sistem official assessment menjadi
sistem self assessment, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk berinisiatif
mendaftarkan dirinya guna mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung,
menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutangnya. Diharapkan Wajib Pajak memiliki
kesadaran melakukan seluruh kewajiban perpajakannya demi kepentingan bersama. Jadi, dalam
sistem ini peran serta Wajib Pajak yang menjadi penentu dalam tercapainya target penerimaan
pajak untuk membiayai pembangunan. Namun, akibat rendahnya kesadaran Wajib Pajak maka
sangat perlunya peran fiskus (aparatur perpajakan) untuk meningkatkan kesadaran tersebut.

Di dalam pelaksanaan « Undang-undang perpajakan; * fungsi pengawasan sekaligus
pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan itu kepada wajib pajak. Oleh
karena itu selain fungsi pengawasan dan pembinaan yang harus dijalankan Direktorat Jenderal
Pajak perlu diiringi dengan upaya penegakkan hukum, diwujudkan dalam pengenaan sanksi di
bidang perpajakan, tujuannya untuk mencapai suatu tingkat keadilan yang diharapkan dalam

pemungutan pajak.



Penyebab dilakukannya pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak antara lain berdasarkan
Bukti Ketidakpatuhan atau berdasarkan Analisis Risiko.

Masalah-masalah yang berkaitan dengan persepsi wajib pajak, telah menjadi fokus banyak
peneliti. Dalam penelitian Suryadi (2006) menyimpulkan kepatuhan wajib pajak yang diukur dari
pemeriksaan pajak, penengakkan hukum, dan kompensasi pajak berpengaruh terhadap kinerja
penerimaan pajak. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, penerimaan pajak apapun jenisnya baik itu Pajak
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan jenis pajak lainnya yang diterima sangat tergantung
pada tingkat kepatuhan Wajib'Péjak baik dalam melaporkan dan melunasi pajaknya. Dengan
demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap memenuhi
kewajibannya.

M. Awal Nugroho dan Bambang Teguh (2008) memberi contoh kasus bahwa Wajib
Pajak menolak untuk diperiksa. Penolakan dinyatakan secara tertulis dengan berargumentasi
bahwa Wajib Pajak telah melakukan penghitungan pajak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan
menganggap tidak masuk dalam kriteria pemeriksaan. Atas hal tersebut Wajib Pajak akan
dikenakan sanksi, yaitu pajak ditetapkan secara jabatan. Pemeriksaan dapat juga ditingkatkan
menjadi penyidikan pajak dengan konsekuensi akan dilakukan tindak pidana.

Dikarenakan Wajib Pajak yang melakukan kecurangan:dan kelalaian akan pemenuhan
kewajiban perpajakan, fiskus perlu melakukan pemeriksaan dalam menguji kepatuhan dan
menegakkan peraturan perpajakan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa sesuai dengan
prosedur yang telah ditetapkan Undang-undang perpajakan. Sedangkan untuk mendapatkan
jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai,
diperlukan juga prosedur pemeriksaan, serta norma dan kaedah yang mengatur seorang pemeriksa

pajak. (M. Awal Nugroho dan Bambang Teguh, 2008)



Dalam kasus ini penulis tertarik melakukan magang di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Padang Dua. Kantor ini merupakan filial atau pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Padang Satu. Berdasarkan uraian-uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui dan
mengambil judul : “Prosedur Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Pada Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua”.

1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah mengenai Prosedur Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Tujuan
Pemeriksaan diantaranya :
1.  Bagaimana prosedur pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
Padang Dua.

2. Bagaimana kriteria dilakukannya pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak pada
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua.

3. Bagaiman prosedur penolakan pemeriksaan pajak oleh Wajib Pajak pada Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua.

1.3 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan.ini adalah- mengetahui-dan memahami lebih dalam mengenai
prosedur pemeriksaan pajak secara umum baik yang dilakukan berdasarkan adanya bukti
ketidakpatuhan ataupun analisis risiko.
1.4 Manfaat Penulisan
Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya :

1. Bagi Penulis



1.5

Sebagai sarana latihan serta membandingkan antara ilmu yang dipelajari selama
perkuliahan dengan penerapan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Padang Dua.

Meningkatkan kemampuan bersosialisasi dalam lingkungan magang serta
merasakan bagaiman situasi dan kondisi kerja sesungguhnya.

Memperoleh dan meningkatkan keterampilan, kreatifitas, dan kedisiplinan dalam
bekerja.

Menambah ilmu 'péngetahUan serta pengalaman dvdunia kerja.

Memperoleh data yang dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat Tugas Akhir
guna mencapai gelar Diploma Il pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Andalas.

Bagi Universitas

a. Menciptakan sumber daya manusia yang professional yang dapat bersaing dalam

dunia kerja.

b. Meningkatkan hubungan baik antara pendidikan dan dunia kerja.

Bagi Perusahaan

a.

Ikut berpartisipasi dengan memberikan pembinaan terhadap mahasiswa sehingga
menjadi tenaga kerja yang berkualitas dan professional.

Menunjang program pemerintah di bidang pendidikan untuk menghasilkan sumber
daya yang berkualitas.

Sebagai sarana untuk menjalin hubungan kerja dengan universitas yang

bersangkutan.

Tempat dan Waktu Magang



Kuliah kerja praktek atau magang ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Padang Dua yang beralamatkan di Jalan Pemuda Nomor 49, Olo, Padang Barat. Kegiatan
ini dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari masa kerja yang dimulai dari tanggal 04 Juni 2018
sampai dengan 08 Agustus 2108. Penulis ditempatkan pada bagian Fungsional Pemeriksa Pajak.
Selama kegiatan magang berlangsung penulis berupaya mempelajari dan memahami bagaimana
proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pegawai fungsional pemeriksa pajak pada Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua. Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai pengaplikasian
ilmu yang didapat pada masa pérkuliahan‘.
1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisikan latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan
penulisan, manfaat penulisan, tempat dan waktu magang serta sistematika penulisan.
BAB Il LANDASAN TEORI
Bab ini menjelaskanitentang apa saja teori yang bersangkutan dengan konsep dasar
perpajakan, kepatuhan dan ketidakpatuhan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak.
BABIII GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA
PADANG DUA
Bab ini menjelaskan gambaran tentang instansi yang terkait mulai dari sejarah
berdirinya Direktorat Jenderal Pajak, Sejarah berdirinya Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Pratama Padang Dua, Tugas pokok dan fungsi DJP, Visi dan Misi DJP, Tata



Kerja Instansi Verifikasi DJP, dan Sarana yang dimiliki Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Padang Dua.

BAB IV PEMBAHASAN MASALAH
Bab ini menjelaskan mengenai bagaimana prosedur pemeriksaan pajak, bagaimana
kriteria melakukan pemeriksaan pajak, dan bagaimana prosedur penolakan
pemeriksaan pajak olenh Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
Padang Dua.

BABYV PENUTUP
Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penulisan yang

diharapkan dapat bermanfaat bagi pembacanya.



